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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 1O8 Tahun 2O0O
tentang Tata Cara Pertanggungiawaban Kepala
Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4027);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 201O tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 123,
Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah be berapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

I 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3
Nomor 1425);

12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang
menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi
(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi
Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2Ol9
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2O2O (Lembaran Daerah Kota
Bekasi Tahun 2019 Nomor 22 Seri A);

15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2020
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 9 Seri A);

16. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 143 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2O2O (Berita Daerah Kota
Bekasi Tahun 2O19 Nomor 143 Seri A);
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Memerintahkan
OPD untuk:

Daerah Tahun Anggaran 2O2O (Berita Daerah Kota
Bekasi Tahun 2019 Nomor 143 Seri A);

17- Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 72 Tahun 2O2O

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O (Berita Daerah
Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 72 Seri A).

MENGINSTRUKSIKAN :

1. Inspektur Kota Bekasi;
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pembangunan Daerah Kota Bekasi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi;
6. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman

dan Pertanahan Kota Bekasi;
7. Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi;
8. Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Bekasi;
9. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi;
10. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi;
1 1. Direktur RSUD Chasbullah Abdulmajid Kota

Bekasi;
12. Camat Medan Satria Kota Bekasi;
13. Camat Bekasi Barat Kota Bekasi.

Pejabat Penatausahaan Keuangan

1) Lebih cermat dalam melakukan verifikasi
perubahan data dalam Daftar Pembayaran Gaji
Pegawai;

2) Memproses kelebihan pembayaran atas gaji dan
tambahan penghasilan pNS sebesar
Rp. 301.583.745,66,- sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dan menyetorkan ke Kas Daerah.

Agar melaporkan progres pelaksanaan penyelesaian
dimaksud kepada Wali Kota Bekasi paling lambat
pada tanggal 16 Juli 2O2l;
Memproses dan menindaklanjuti sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.


